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PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT )

PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOMPU S
- NOMOR 4 TAHUN 2018

-_'- TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

.PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DEN GAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

L BUPATI DOMPU,

: bahwa untuk ‘mendukung Program Jamlnan Kesehatan B
- Nasmnal (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jamman 8031a1 : S
. (BPJS) bekerja sama dengan Jaminan Kesehatan Daerah Tl
'_(Jamkesda) Kabupaten Dompu dalam rangka membenkan . s
perhndungan dan memngkatkan ‘derajat ‘kesehatan =

"masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar kesehatan-"

. perlu diatur pendoman pelaksanaan Jamkesda R _
.. bahwa untuk tertib pelaksanaan pelayanan Jamkesda agar:' o -
dapat berjalan dengan balk efekt1f efisien, transparan dan -
_akuntabel perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program' o
'_Jamman Kesehatan Daerah; SRR S B
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud SR
dalam huruf a- dan huruf b perlu 'menetapkan Peraturan

- Bupati tentang- Pedoman Pelaksanaan Program Jamman.. "

| '_Kesehatan Daerah SRR

. 'Undang—Undang | Nomor ' 69 Tahnh' 1958 -tentang =

~ Pembentukan Daerah- Daerah Tlngkat I Dalam Wilayah —

'- ;Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara - Barat dan

~ Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesm' A

:Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara L

" Republik Indonesia Nomor 1655) - : T

. -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan S

- ‘Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003

" Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a- L
SRR Nomor 4286), : "
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Undang—Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

VJamman Sosial Nasional - (Lembaran Negara Repubhk .-

‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran - o

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011“ tentang Badan-"" .

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

* Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5256); _ e
.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun _ 2014 ' tentang »

Pemermtahan ~ Daerah (Lembaran Negara Repubhk =
Indone31a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran -

: Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah
. diubah ‘beberapa kali terakhir dengan Undang~Undang )
Nomor 9 Tahun 2015 tentang - Pe:_'u_bahan Kedua atas -

Undang-Undang Nomor = 23 Tahun 2014 _tentang
Pemerintahan ° Daerah (Lembaran ' Negara Republik

- Indonesia’ Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran s

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); -

. - Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1996 tentang .
- Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indone81a' _
" Tahun 1996 Nomor 49, ‘Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 363); -

Peraturan Pernermtah Nornor 38 Tahun 2007 tentang. '_ "
Pembaglan ‘Urusan Pemermtahan “Antara - Pemermtah

" Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah' L
' _Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
' Repubhk Indones1a Nomor 4737), o R
. Peraturan Pemerintah Nomor 101 ‘Tahun 2012 tentang N
_Penenma Bantuan Iuran (Lembaran Negara’ Republik =~ - -
'_.IndoneSIa Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran SR
Negara Republik Indonesia Nomor 5372), . . .
;& Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jamman -

g Kesehatan (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun'- "

.2013 Nomor '29) sebagaimana telah -diubah dengan - .

- Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang

o _'Perubahan Atas Peraturan Pre&den Nomor 12 tahun 2013' S

: 10

tentang Jaminan Kesehatan - (Lembaran Negara Repubhk‘ 5

-_-'-_IndonesmTahun 2013 Nomor 255), _ _ . S
Peraturan Presiden Nomor . 32 Tahun 2014 tentang,- N
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi ‘Jaminan

Kesehatan Nasional ' Pada Fas111tas Kesehatan ngkat L

. .- Pertama M111k Pemerintah Daerah;

11.1 .
- tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas -
" Kesehatan ngkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan ngkat

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 69 Tahun 20 13 .

2'



t Menetapkan :

e Lanjutan dalam penyelenggaraan Jamman Kesehatan_-d

_(Berlta Negara Repubhk Indone31a Tahun 2013 NOITLOI'-_.'_ o
S 1392) ' TR : , .
| 12 Peraturan Menten Kesehatan Nomor 71 Tahun 201 3

- tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan

Nasmnal (Berlta Negara Repubhk Indonesm Tahun 2013 |

"~ Nomor 1400); -

.~ 13.Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 206/PMK 02/2013

7 tentang Tata - Cara Penyedlaan Pencairan, dan".'

14,

Pertanggungjawaban Dana luran Jamlnan Kesehatan EORUL I

Penenma Bantuan Iuran;

Peraturan . Menten Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 - '

" .- tentang Penggunaan Dana Kaplta31 Jaminan: Kesehatan L

. Blaya Operas1onal pada Fasmtas Kesehatan ‘Tingkat S
o Pertama Milik Pemerintah Daerah (Benta Negara Repubhk
: Indones1a Tahun 2014 Nomor 589], B :

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan o

MEMUTUSKAN

‘PERATURAN BUPATI TENTANG' PEDOMAN PELAKSANAAN R

Y PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

.

oo
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 L

. Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Dornpu _ . _‘
Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

' pernenntahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD rnenurut- ?

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip

~ otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara ' - L
| Kesatuan Republik Indonesia sebagalmana dlmaksud dalam .- .
_ Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indone81a Tahun
11945, -

Pemermtah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah ', L
sebagai unsur penyelenggara Pernermtahan Daerah '

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selan_]utnya dlsebut
- DPRD adalah Lembaga Perwakllan Rakyat ‘Daerah -

SR Kabupaten - Dompu -sebagai -~ unsur, pqnyelengg_ara' |
| Pemerintah Daerah. R :
. Bupatl adalah Bupati Dompu _

.-'.Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten

Dompu. .

'Dlnas adalah Dlnas Kesehatan Kabupaten Dompu



- o _8.'1 Kesehatan adalah keadaan se]ahtera darl badan lea dan

_ Vsosml yang memungklnkan setlap orang hldup produktlf

. secara sosml dan ekonomis.

9 Upaya Kesehatan adalah setlap keglatan untuk memehhara
" dan  menegakkan kesehatan . yang. dllakukan oleh
pemenntah dan aturan masyarakat '

B 10.’Jam1nan Kesehatan Daerah | yang selan_]utnya dlsebut'
JAMKESDA adalah jaminan kesehatan ! Pemblayaan bagi

masyarakat yang tidak mampu yang tldak termasuk kuota
JAMKESMAS.

. :j::11. RSUD adalah ‘Rumah Saklt Umum Daerah yang berada di P

o Kabupaten Dompu.

- 12.Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang |

“berada di Kecamatan Wilayah Kabupaten Dompu.

i 13. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang S
L ldltandatanganl oleh Lurah / Kades dan d1ketahu1 Camat B

AR setempat dimana dia tinggal.

14.'A1at kesehatan dan bahan habls pakal adalah alat atau

.- bahan untuk tindakan pelayanan dan perawatan pa31en
" tingkat lanjutan. - S
- 15. Bantuan’ uang saku adalah bantuan berupa uang untuk L
R petugas ' yang mendamplng ‘waktu meru_]uk pa31en ke -

fasﬂltas kesehatan tingkat lanjut. e : -
~16.Klaim adalah permohonan pembayaran b1aya _]amlnan |
' pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan. atau RSUD

o kepada Tim Pengelola melalui Dlnas Kesehatan Kabupaten S

Dompu

‘Pasal 2

S Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Jamlnan Kesehatan Daerah '
. bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan Penyelenggara

- Jaminan - Sosial Kesehatan, Pemerintah - Daerah dan Pihak
.. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekex_]asama dengan Badan

. Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  (Fasilitas Kesehatan -

.'-ﬁ'I‘lngkat Pertama dan Fasﬂltas Kesehatan Tlngkat Lan_]utan)

o peserta program Jaminan Kesehatan Daerah dan p1hak terkalt Lo

dalam penyelenggaraan Jamlnan Kesehatan Nasmnal

Pasal 3 |

-Penyelenggaraan Jam1nan Kesehatan Daerah mengacu pada S

' prinsip- prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu: o
L, dana amanat dan n1r1aba dengan manfaat untuk semata-
mata penlngkatan derajat kesehatan masyarakat '
“b. menyeluruh (komprehensﬂ) ~sesuai . dengan ' standar .
| pelayanan medlk yang cost effective dan rasmnal ‘



e pelayanan terstruktur, ber]en_]ang dengan portablhtas dan :

ekuitas; dan * :
d cflslen transparan dan akuntabel

Pasal 4 o _
‘ Péddiﬁanl Pelaksanaan  Jaminan Kesehatan Daerah_‘
o sebagmmana ‘dimaksud dalam Pasal 2 sebagalmana Lamplran:" '

- yang merupakan bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan - o

o Bupatl 1m a

_ _ Pasal 5 _ _ |
: Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

..-Agar' ~setiap - orang mengetahumya',' memenntahkan :
o : pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnernpatannya '
. dalam Benta Daerah Kabupaten Dompu

Dltetapkan di Dompu -
pada tanggal 23 - 09 - 2018

' H.BAMBANG M. YASIN -

| Diundangkan di

| pada tangegl 79/, 05 - 2018

| BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 125"



- LAMPIRAN

" PERATURAN BUPATI DOMPU :
- NOMOR 4 TAHUN 2018
. TENTANG

- PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN '
, KESEHATAN DAERAH | :

'~ BABI 7_
~ PENDAHULUAN

R ALatarBelakang

- Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa -
| - bangsa (PBB). tahun 1948, Undang——Undang Dasar 1945 pasal .28,
S ;-_'-'_'menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua
':_-warga negara berhak mendapatkan ‘pelayanan kesehatan khususnya_

'masyarakat mlskm Sesuai program pemermtah yang bernama. universal

health coverage ( UHC ) yang dimaksud adalah ~system penjamlnan

g _'_kesehatan yang memastlkan semua orang menerima pelayanan kesehatan’_'

- ;”yang mereka butuhkan tanpa harus mengalami hambatan financial, Dalam g

-+ implementasinya d11aksanakan secara . bertahap sesua1 kemampuan_
*_keuangan Pemerintah Daerah. “

Kesadaran - tentang ‘pentingnya jaminan perhr}dungan sosml terus'

~ berkembang sesuai amanat pada perubahan - UUD 1945 pasal 34 ‘ayat 2, v

~ yaitu ‘menyebutkan bahwa negara mengembangkan Slstem Jamman Sosial

*_dalam perubahan UUD 1945 dan terbitnya UU Nomor 40 tahun 2004ﬁ e

tentang Sistem Jaminan - Sosial Nasional (SJSN), ‘menjadi ‘suatu bukt1

-~ bahwa pemerlntah dan pemangku kepentmgan terkait - mermhkl kormtmen . . |

“‘yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan - 3031a1 bagi seluruh:'

1 rakyatnya Karena melalui SJSN. sebagai salah satu bentuk perhndungan- :
"~ sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh. masyarakat

_ -' 'agar dapat memenuhl kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan pelayan an kesehatan_ e

B yang mendorong pemngkatan biaya kesehatan, diantaranya perubahan pola

'penyaklt pcrkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran pola o

.' __pemblayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket dan sub31d1'
pemerintah untuk semua _lini . pelayanan, dlsampmg 1nﬂa31 di bidang

2 kesehatan yang meleblhl sektor lain: Hambatan utama pelayanan kesehatan N

'. masyarakat adalah masalah pemblayaan kesehatan dan transporta31

* Berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk menjamin akses seluruh - S

_‘ penduduk Kabupaten Dompu yang miskin maupun tidak miskin terhadap
" pelayanan kesehatan, Pemermtah Daerah Kabupaten Dompu sejak tahun

| -”_2008 telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan 8031al di mulai

- dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAKKAT) Dompu yang
e kemudlan berubah nama men_]adl program Jamman Kesehatan Masyarakat '



Dompu (JAKKAD) yang sekarang dnntegramkan ke Jamkesda atau badan R
: pcnyelcnggara ]amman sosial kesehatan yang selan_]utnya dlsmgkat BPJS' - - .
kcschatan '- tertuang dalam’ pcqan_]lan keljasama antara - pemcrmtah AR
Kabupaten Dompu. dengan BPJS kesehatan ‘cabang bima ) . Lebjh
lehususkan kepada masyarakat miskin berdasarkan data nuskm dari

'_ Dlnas somal Kabupatcn Dompu, Jaminan kesehatan ‘tersebut memiliki = g
tujuan ya1tu melaksanakan jaminan pclayanan kesehatan terhadap' -
masyarakat mlskln dengan _prinsip asuransi kcschatan 5031a1 yang .
o dltanggung scpenuhmya oleh pcmcrlntah daerah bcrdasarkan - 1nst_ruk31 ,:
'_'pre31dano 8 Tahun 2017. | - ERARIEEERE
e Dalam pengelolaan program Jamman kcschatan ini scbaga1 B
s pelaksananya adalah UPTD Jaminan Kesehatan Masyarakat Dompui_‘ S
d131ngkat JAKKAD pada Dmas Kesehatan kabupaten Dompu. - P
o Pcmblayaan luran bulanan Kepesertaan - Jamkesda keschatan': L
"bcrdasarkan ker_]asama dcngan Pihak BPJS bersumbcr dan APBD -
'Kabupatcn Dompu dan disalurkan melalui. Dinas Kcsehatan Kabupaten__
o Dompu ke UPTD JAKKAD berupa dana bantuan sosial. . : o

_ - - Pelaksanaan Jamkcsda/ BPJS Kesehatan dltcmukan bcberapa-' S
* masalah, antara lain : S '

‘ L Kepesertaan

- _Sampal saat ini belum semua masyarakat mlskm kabupatcn Dompu' R

_-mcmlhkl kartu JKN, Ini mcnun_;ukkan bahwa belum semua masyarakat'. o

g ‘--m1sk1n Dompu di data sebagai peserta JKN. Di sampmg itu, belum |
g semua masyarakat Dompu memiliki Kartu Kcluarga yang dlpergunakan S
~untuk pendataan,perubahan status/ada yg - sudah meninggal,pindah G

- tempat tinggal atau ekonomi keluarga sudah mapan tidak dilaporkan. '

Tldak semua dalam satu kaxtu kcluarga mlSkln mendapatkan kartur :
Jamkesda/ J KN :

2 Pelayanan Kesehatan .: : ' e
' Dalam hal pclayanan kesehatan tcrhadap peserta program BPJS tldak o
- d1temukan kendala yang bcrart1 '

B Twuan

1 Umum _ R R e
o Memngkatnya akses dan mutu pclayanan kesehatan kcpada_-
o &seluruh Masyarakat Imskln Kabupaten Dompu agar, tercapa1 dera_]at AT
"-.:.kcschatan masyarakat yang opt1mal mclalul umversal health covcrage (-j__ R
- UHC). '
2 KhUSus ' A o e T
ad Terselenggaranya -pelayanan - kesehatan - .di . Puskesmas - dan
-jaringannya - termasuk pcrtolongan persahnan bagl masyarakat
. Dompu. - S ;
o b Tersclenggaranya pcngendahan ru_;ukan kasus _
c. Tersclcnggaranya pelayanan kcschatan masyarakat sesua1 standar




. '.chk.éh'd.alinya'- rrickaniSfrié pcmbiéYaan dalam penyélenggafaéh_ o

pelayanan kesehatan di Puskesmas dan _]anngannya serta RSUD bag1 |
. peserta jamkesda/bpjs Dompu.

‘e. Tcrsclenggaranya keglatan pendukung pelayanan kesehatan | o

C Sasaran : : S : ' |
: - Sasaran kepesertaaan _]amkesda adalah scluruh penduduk Mlskm o

_- Kabupaten Dompu berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Dompu yang i_'-;-
- tidak . dltanggung oleh jaminan kesehatan lainnya seperti (Askes PNS,

i Jamkesmas Pusat dan Jamkesmas NTB). Pada tahun 2016 berjumlah |

| 8s.727 jiwa dan yang terintegrasi ke Jamkesda/BPJS se_]umlah 51.500 jiwa -

RO darl jumlah pcnduduk seluruhnya yaitu 233. 7 15 _]1wa data - dukcapll &
:--_-"_semester pertama Tahun 2017. S R ..



. BABI
~ PENYELENGGARAAN

L _' A chljakan Urnurn . : , o o
' . Program Jaminan Kcsehatan Daerah Dompu Jamkcsda rncmbenkan
pcrlmdungan sosml di bldang kesehatan untuk menjamin - masyarakat: e

'Dompu yang 1urannya dlbayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu

o agar kebutuhan dasar kcschatannya yang layak dapat tepenuhi. Iuran bagi o
- rnasyarakat Dornpu dalam Program Jaminan Kcschatan Masyarakat Dompu -~ .-
: . bersumber dar1 APBD II Kabupaten Dompu bcrupa belanja bantuan sosial. -

SR Pada hakckatnya pclayanan kesehatan terhadap peserta mcnjadl tanggungi_' -
" JaWab ‘dan dllaksanakan oleh Pemerintah Dacrah terutama oleh Dinas =

- Kesehatan Kabupatcn Dompu. Dinas Kcschatan bcrkcwa_]lban rncrnbcrlkan" |
.-]kontnbum sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. ST
- Program Jaminan ‘Kesehatan Daerah dlsclenggarakan bcrdasarkan

. _'.konSCp asuransi sosial dengan tujuan untuk mew_}udkan_.portablhtas.

s ‘pelayanan sehingga' pcla)fanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesda -

: dapat - diakses oleh’ scluruh pcscrta dari berbagal Wllayah yang ada di _:"i :i_-‘ .

- kabupaten Dompu

B. Kebijakan Opcrasio'nal

Pcnyelenggaraan _ Jarmnan Kcsehatan Dacrah | 'Dompp o

| : Jamkcsda/ bpjs kcschatan mengacu pada pnns1p-pr1n31p
| a. 'Bcrkesmambungan (Sustamabzhty)

- b. _Pcngclolaan dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk ]
' semata-mata pemngkatan kesehatan masyarakat

c. _ Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (kornprchcn31f} scsual standar'_"' e

o pelayanan rncdlk yang cost effective dan rasional.

| d : Pclayanan kcschatan dllakukan dengan - prmmp terstruktur dan =

T _bex_]en_]ang S

e Mckamsmc asuransi kcsehatan somal dcngan 1uran pcscrta dlbayar olch :
By ".Pcrnermtah Kabupatcn - |

N f. Transparan31 dan akuntablhtas



1

BABII .
TATALAKSANA KEPESERTAAN

_. A Ketentuan Umum : : AR . |
|+ 1. Peserta Program Jaminan- Kesehatan Daerah | Jamkesda ) adalah set1ap e

rorang yang bertempat tmggal di wilayah kabupaten Dompu kecuali

masyarakat yang sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (peserta_

_ASKES, anggota TNI beserta anggota keluarganya, anggota POLRI beserta i
. keluarganya peserta Jamkesmas, peserta JKN N'I‘B peserta BPJS 2

Mandiri, masyarakat mampu)

.'Jumlah sasaran diluar peserta JKN adalah sebanyak 52. 500 jiwa :
. BPJS menerbltkan kartu. peserta yang berisikan nama  dan alamat -
'masyarakat “sebagai . sasaran Program . Jamman Kesehatan Daerah_
" Dompu/. Jamkesda e |

. Setlap peserta J amman Kesehatan Daerah Dompu harus mem1hk1 Kartu

Peserta. -

Penerbltan dan dlstnbu31 kartu peserta men_]adl tanggung Jawab Dlnas o
Kesehataan pada UPTD JAKKAD SR

e B Admlmstra31 Kepesertaan B

Reglstra31 Peserta -

i a. Data masyarakat mlskln bersumber pada Dmas Sos1a1 dan yang tldak

termasuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan N asmnal (JKN). .

.b. Entry data mehput1 antara lain nomor kartu keluarga nama 1nduk.
R masmg—masmg keluarga tanggal lahir dan alamat. : : o
c. Bagi masyarakat yang sudah menlnggal atau berubah status atau.

pindah tempat tmggal untuk membawa surat keterangan miskin dari
Kantor Kelurahan atau Desa oleh UP’I‘D JAKKAD dibuatkan surat
keterangan pengantar kekntor BPJS, untuk dldaftarkan men_]adl'

- | peserta Jamkesda/ BPJS Kesehatan.

_.:Penerbltan dan Dlstnbu31 Kartu Peserta Lo e o e
~-a, -Penerbltan kartu peserta Jamkesda/ BPJS Kesehatan dllakukan oleh

BPJS

- “b. UPTD JAKKAD menerima kmman kartu peserta J amkesda darl BPJS. -
C. . Dllakukan cek dan pemllahan berdasarkan w11ayah perpuskesmas i
" pada UPTD-JAKKAD. -
d. UP’I‘D—JAKKAD bertanggung jawab terhadap pend1str1bu31an kartu RS
. Jamkesda ke seluruh puskesmas d1 Kabupaten Dompu dan o
o :”'masyarakat yang berhak. e ' o
e UPTD-JAKKAD bertanggung jawab mengmm data peserta Jamkesda R

ke BPJS. untuk dilakukan perbaikan jika dltemukan kesalahan dalam

. 'perubahan status ,menmggal atau tidak keluar nama dalam ‘salah

‘satu anggota keluarga tersebut atau ingin keluar darl kepesertaan

= Jamkesda dan menjadl peserta BPJS mandm



_UPTD JAKKAD mcnenma klnman kartu _;amkesda/BPJS Kcschatan
~ yang salah data dari puskesmas kemudlan UPTD JAKKAD mengantar

data pcrbalkan tersebut pada Dinas Sosml Kabupaten Dompu untuk |

' dﬂakukan vcnﬁkasa data miskin.

Data hasﬂ Verifikasi oleh Dinas Sdslal Kabupaten Dompu dlkmm'_
kembali pada UPTD JAKKAD kemudlan dlantar ke kantor BPJ S untuk :

~ penerbitan kartu yang baru. : R
. Dana dibebankan pada UPTD-JAKKAD untuk pcndstnbusmn kartu o

-peserta Jamkesda /' BPJS Kesehatan. L : RN

. 'UPTD-JAKKAD ' melalui = Dinas Kesehatan Kabupatcn Dompu
"_‘_melaporkan hasﬂ pendlstnbu31an kartu pcserta kepada Bupatl‘ Y
.;Dompu [T L
Kartu pcscrta Jamkcsda/BPJS Kcschatan terscbut bcrlaku sc_;ak.- -

dlterbltkan sampal adanya kartu yang baru




A Ketentuan Umum

. -~ a

LA Untuk rnendapatkan pelaya,nan kesehatan dasar d1 puskesmas dan.' B
- jaringannya, peserta harus menunjukkan kartu Jamkesda/ BPJS '

BAB I\
TATA LAKSAN A PELAYANAN KESEHATAN

" Setiap peserta Jamkesda/BPJS Kesehatan mempunya1 hak rnendapat‘ S

| pelayanan kesehatan dasar meliputi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan .=

- dan. Rawat Inap tmgkat pertama, serta transporta31 RuJukan Rawat =

~Jalan Tingkat lanJutan ‘rawat inap tmgkat lanJutan dan pelayanan'

- gawat darurat

. Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda/BPJS Kesehatan ini
- menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. |

Pelayanan rawat Jalan tingkat pertama dlberlkan di Puskesmas dan |

" jaringannya. Pelayanan rawat jalan tmgkat lan_]utan dlbenkan di. RSUD
~ Dompu sampai Tingkat propinsi. : S

. Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruangv S
‘rawat inap kelas III di RSUD Dompu sampai propm31 S o

. Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh pemben pelayanan ’

.. kesehatan (PPK) ‘wajib  memberikan pelayanan kepada peserta dan
" pelayanan gawat darurat d1 RSUD Dornpu tldak perlu ada surat ruJukan i

- dari Puskesmas. - o - , S

- Rujukan Pasmn dari . Puskesmas ke RSUD Dornpu dan Propmer o

.l_'dllengkapl surat ru_]ukan dari Puskesmas sesual atura yg berlaku
" - berlaku pada BPJS ' ‘

Prosedur Pelayanan kesehatan

Prosedur untuk rnemperoleh pelayanan kesehatan Dasar bag1 peserta_ .

- Jamkesda sebaga1 benkut

: Kesehatan

B b Pelayanan kesehatan dapat dilakukan d1 puskesrnas dan Jarmgannya e

¢ Bila menurut indikasi medis peserta memerlukan pelayanan pada

meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

. tingkat lanJut maka Puskesmas wajib merujuk peserta ke fasilitas -

T "f_-jkesehatan lan_]utan yaltu ke RSUD Dornpu sesuai ketentuan yang-:
R --"_-berlaku : : , L

. C Manfaat Yang Dlperoleh Peserta

'Pada dasarnya manfaat yang d1sed1akan untuk peserta Jamman S

'K-esehatan Daerah (Jamkesda) Dompu bersifat komprehensif sesuai indikasi

.. medis,  kecuali - beberapa hal yang dibatasi dan tidak dgamm sesua1 R

- Instruk51 Presrden No 111' Tahun 2013

) Pelayanan kesehatan kornprehensxf tersebut rnellputl antara lam _ o
| 1 Pelayanan Kesehatan tm kat Pertama [ PPK 1 l d1 Puskesmas dan_

Jarmaannua R

~a.-Rawat Jalan ngkat Pertarna (R.JTP), dllaksanakan pada Puskesrnas'__- -

dan Jarmgannya rnellputl



Sy 1) Konsultam medls pemeriksaan flSlk dan penyuluhan kesehatan S

2) Laboratonum {darah, urin, feses rutln, kimia darah)
3) Tindakan medis besar dan kecil - .
4) Pemeriksaan = dan  pengobatan gigi, -'sépefti ~cabut
normal/tambal - sementara dan - amalgam (tidak ~termasuk
) pencabutan gigi - miring/impaksi, pembuatan gigi palsu, -
. pemasangan kawat gigi / perawatan untuk estetlk) o
: 15) Pemerlksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan bahta

gigi®

___6) Pelayanan KB. (kecuah alat kontrasepsmya) dan penanganan efek T

S Sampmg . :
" 7) Pemberian obat genenk o R -
. b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dllaksanakan pada Puskesmas‘
e Perawatan, melipud pelayanan : |
1) Akomodasi rawat inap sampai sehat : - :
| 2) Konsulta31 medis, pemenksaan flslk dan penyuluhan kesehatan L
2 3) Pemenksaan ~dan pengobatan : g1g1, sepert1 g cabut g1g1 '
normal/ tambal sementara ' ~ : RS
dan amalgam (tidak termasuk pencabutan g1g1 mmng/lmpaksu e
SR pembuatan glgl palsu, pemasangan kawat g1g1 / perawatan untuk B
estetik). - ' : T S
L 4) Laboratonum (darah urin, feses rutin, k1m1a darah)

' . 95) Tlndakan medls kec11 dan besar sesuaJ ketentuan yahg berlaku_ N
padaBPJS '

6) Pembenan obat genenk

7) Persalinan normal dan SC B O
c. Persahnan ‘normal yang dllakukan d1 Puskesmas non perawatan /
' bldan di desa / Pohndes / dirumah pasien / Bldan Praktek swasta_

yang menjadijejaring Puskesmas pada wﬂayah praktek mandmnya - R

o d Pelayanan gawat darurat {emergency). B g Co e
e Pelayanan transport untuk ru;ukan emergency, dan pemulangan '-
o jenazah '

2 Pelavanan Kesehatan 'I‘mgkat Lanlutan I_PPK 2 1 di Rumah Sakit Umum
- Daerah Dompu L ' : - : -
N 1 ‘Rawat Jalan ngkat Lan)utan (RJTL), mehputl

" a. Konsultasi = medis,. pemeriksaan flslk ~dan penyuluhan' '

o kesehatan oleh dokter spesialis / umum.

b. Rehabilitasi medlk " : . S RS R

_' c 'Penunjang dJagnostlk E: laboratorium‘ khmk, radiologi dan
" elektromedik. G ' SRR :
d. Tindakan medls kecil, sedang dan besar

- e.. Pemeriksaan dan pengobatan' gigi tingkat lanJutan ( tldak, T

. termasuk pencabutan glgl 1mpak31, pembuatan gigi palsu,
: | :pemasangan kawat gigi atau perawatan untuk estetik ). -
‘f.. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko t1ngg1 dan penyuht :
termasuk pemenksaan USG
g. Pelayanan darah



h Pernbenan obat generlk sesuai formularlurn Rumah Saklt

sesuai program BPJS Kesehatan atau obat berlogo yang |
~harganya setara; | | |

_ 2 Rawat inap tlngkat lanjutan

»

‘a. . Akomodasi rawat inap kelas o

_ b ~Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan '
c. Pemeriksaan fisik ' L
“d. Penunjang diagnostik; laboratonum khnlk rad1olog1 dan
: elektromedik . : :
e, :Tlndakan medis
£ Pelayanan rehabilitasi med1$
g.  Perawatan intensif (ICU,dl) _
h. Pemberian obat-obatan generik
i..  Pelayanan darah -

3 Bahan dan alat kesehatan habls paka1

. One Day Care yaitu perawatan yang dﬂakukan selama 6 Jam

Persalinan normal dan SC.

. _Pelayanan gawat -darurat - (emergency), kntena gawat darurat- N
: sebagajmana tercantum dalam Keputusan - Menten Kesehatan

Nomor: 856/Menkes/ SK/IX/2009 tentang Standar Instala31 Gawat' |
‘Darurat (IGD) Rumah Sakit. -

Transport Rujukan emergency sesua1 ketentuan yang berlaku
Pernulangan Jenazah 2

3 Pelayanan yang t1dak d1 Jamm, antara lam

) 9’?-?‘.5[

m R e TR e R OP

- Pemeriksaan / pengujian kesehatan / general check up
Surat keterangan sakit - :

, Irnumsa31 calon pengantm

_ Vlsurn kecuah msum KDRT

| _Klntan/ sunatan :

Kaca mata -

~.-Alat bantu dengar

Alat bantu gerak - e
Pelayanan yang tldak sesuai prosedur dan ketentuan o
Bahan , alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetlk
Prothesa gigi tiruan, pemasangan kawat gigi.

'~Pengobatan alternatif ( akupunktur, pengobatan tradlslonal ) dan |
._ pengobatan lam yang belum terbukti secara 11nnah

Flslotherapy

- Pemerlksaan Golongan Darah

Kecelakaan . g , R _
Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam

' Pelayanan kesehatan yang d1benkan pada keglatan bakti sosial.



. BABV
TA’I‘A LAKSANA PENDANAAN :

' A Ketentuan Umum -

:f-f.'l Pendanaan - Program Jamkesda/BPJS Kesehatan merupakan dana '_ |
bantuan sosml |

__'2 Pembayaran 1uran Jamkesda perbulan pada BPJS untuk 51 500 /lea -

**. berdasarkan -Instruksi Presiden No.8 tentang Alokasi Anggaran dalam' _: o

| rangka Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

' :3 Pembayaran luran untuk 50. 000/jiwa = setiap ‘bulannya . dlsalurkan

BPJ S

|B. Sumber dan Alokas1 Dana Program : _
' ‘Dana .untuk program Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) ini-.

langsung dar1 rekenlng Dinas kesehatan me1a1u1 UPTD JAKKAD ke P1hak' -_?T A

berasal dari APBD Kabupaten Dompu dlsalurkan ‘melalui- SKPD - Dmas__

Kesehatan Kabupaten Dompu pada UPTD JAKKAD berupa bantuan sos1a1

' C Penyaluran Dana : . o
" Dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat peserta Jamkesda pada

~ BPJS Kesehatan Dompu disalurkan Melalui = Kas . Dinas- Kesehatan

R Kabupaten Dompu kemudlan dlsalurkan ke UPTD JAKKAD sebaga1 dana o
‘premi Asuransi Kesehatan Masyarakat. : '
N . Dana yang dlsalurkan tersebut terdiri dari dana untuk : ST
~ 1.Dana untuk 1uran pembayar 51 500/_]1wa Masyarakat MlSkln Kabupaten b
- Dompu - L
~ Dana tersebut d1gunakan untuk pelayanan kesehatan dasar _yang
~ meliputi : :
- a. Rawat Jalan Tlngkat Pertama (RJTP)
b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RIJP)
e Transport rujukan ( emergency) dan pemulangan _]enazah
s d. Pelayanan obat generik, _
2, Dana Pelayanan Kesehatan di RSUD Dompu o L 8 Lo
: Dana Pelayanan Kesehatan Lanjutan d1 RSUD Dompu d1manfaatkan
o -untuk' - : o '
o a Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan tlngkat lan_]utan o S - :
Tindakan medls kec1l dan besar sesuai ketentuan yang berlaku pada -
BPJS
c: Pelayanan penun_]ang d1agnosa (Lab, Radlolog1,USG)
d. Rawat inap kelas III - '
e. Perawatan pada ruang ICU
1.
8-

' Pelayanan gawat darurat dilIGD
o Rujukan emergency dan pemulangan Jenazah
3. Dana Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung

Dana pelayanan kesehatan tidak ‘langsung d1aloka31kan menjad1-. SRR

satu kesatuan dengan dana prem1 Jam1nan Kesehatan Masyarakat : -
' Dompu ' S : - ' ' '

.. :_. 10



o

Pelayanan kesehatan “tidak langsung ‘adalah keglatan yang

. dilakukan dalam rangka menun_]ang kegiatan . pelayanan kesehatan e
- langsung Keglatan ini d1b1aya1 dari Dana Program Jaminan Kesehatan

- .Daerah yang keglatannya mellputl
S a.

8031a11sa31 program

" Sosialisasi program . dllakukan d1berbaga1 t1ngkat tmgkat desa P

-kecamatan ‘dan kabupaten melalui somal1sa$1 langsung dan tldak
'langsung (medla cetak, media elektronik, dll) _ : S
_ . Koordma31 : pelaksanaan dan pembmaan program,_ keglatan ini
o dllaksanakan dltmgkat kabupaten antara pengelola program UP’I‘D

- JAKKAD dengan PPK dan lintas sektor yang terkait. S
. Adm1mstra51 kartu peserta meliputi pengumpulan data Masyarakat
L - Miskin, validasi dan legallsa31 data, entry data perbaikan, pengecekan'-'
kartu dan dlStl‘lbUSl kartu sampai kepada peserta
. Operasmnal Penunjang Mana_;emen Lamnya ._

1D, Operaswnal Penunjang Mana]emen Pengelolaan Program JAKKAD , SR
: 'UPTD JAKKAD dalam * melakukan pencairan dana, melakukan S
o administrasi Pengelolaan dana program secara efektif dan eflslen dengan _ h _
__ | menerapkan prinsip- pnn31p kendali biaya dan kendall mutu (managed"
"~care ) serta menglkutl aturan daerah yang berlaku.” : ST
i .. Dana program d1aloka51kan untuk memblayal keglatan pelayanan- A
kesehatan dan keglatan penunjang manajemen yang dltuangkan dalam SRR
L DPA/RKA -SKPD Dinas : Kesehatan Kabupaten Dompu pada UPTD__ i
JAKKAD, dengan nnc1an sebaga1 berikut : '
a.

- Administrasi - ‘pengajuan  serta pembayaran kla1m JKN pada_" '

: :puskesmas dalam bentuk kap1ta31 dan non kapltasu ke BPJ S melalm

UPTD JAKKAD

. Insentif T1m Pelaksana Kegiatan Program JAKKAD Selehen
Somahsam secara - langsung maupun t1dak langsung/ melalm medla e

' massa

. Blmbmgah Tekms/ superv131 menghadm undangan pertemuan d1'_'

Propinsi NTB atau daerah lainnya. .

. Belan_]a barang dan jasa

11



o “BABVI -
i PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

A Keglatan Pemantauan dan Evaluasi
- 1 Tu_]uan pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang R

kesesualan antara rencana dengan pelaksanaan - Program Jaminan
: Kesehatan Masyarakat Dompu, sedangkan evaluasi dilakukan untuk
. melihat pencapalan 1nd1kator keberhasilan program Jamman kesehatan
S _"'_Masyarakat Dompu.
20 Ruang lmgkup pemantauan dan evaluasi

L a Manajemen kepesertaan meliputi cakupan peserta kepemlhkan-.

“kartu peserta dan dokumentasi serta penanganan keluhan. - -

o b _Mana_]emen pelayanan kesehatan, meliputi jumlah kun_]ungan peserta S

di Puskesmas dan RSU, _]umlah kasus ru_]ukan

Clel Mana_]emen keuangan meliputi pencairan dana, penggunaan dana S

- dan pertanggung jawaban keuangan.
" 3.. Mekanisme pemantauan dan evaluasi : :
Pemantauan dan evaluasi diarahkan ‘agar. pelaksanaan program -
berjalan secara efektii dan efisien sesuai pr1n31p-pr1n51p kendah mutu N
E .:“dan kendali biaya. _ 3 : : S
o Pemantauan dan evalua31 dllakukan secara berkala ba1k bulanan, o
' triwulanan, semester maupun tahunan, me1a1u1 : '
a. Pertemuan dan koordinasi
b. Pengolahan dan Analisis laporan
17 e Kunjungan lapangan dan supervisi
'-B Penanganan Keluhan o : _ S
- Penyampaian - keluhan dlsampalkan oleh masyarakat penerima ©
~ pelayanan, masyarakat pemerhat1 dan petugas pemberi pelayanan serta -
. petugas pengelola. Pengaduan merupakan umpan balik bagi semua pihak .
yang terkait dalam upaya penyelenggaraan program yang transparan dan -
akuntabel.
Prm31p prinsip penanganan keluhan dﬂakukan sebaga1 berikut : CE
1 Semua pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesalan_‘
. secara memadai dan dalam waktu yang smgkat serta d1ber1kan umpan'
balik ke pihak yang menyampalkannya ) :
. Penangnanan keluhan dilakukan secara terstruktur dan ber]en_]ang =
. 3;’,,Pengaduan dapat dlsampalkan oleh masyarakat penerlma layanan, o
" masyarakat pemerhat1 dan petugas PPK. s -
1 Untuk menangam dan menyelesaikan pengaduan memanfaatkan Umt-'_?_ :
o Pengaduan Masyarakat (UPM) didalam struktur UP’I‘D JAKKAD |

o C Pelaporan

“Untuk mendukung pemantauan dan evalua31 dllakukan pencatatan dan S

- pelaporan oleh UFTD JAKKAD setiap bulan secara terpado__ :

:-_._12,



Pada UP’I‘D JAKKAD dllakukan rekap1tu1as1 dan pengolahan data untuk_ L
(feedback) pelaporan ke Puskesmas dan RSUD Dompu

' D Pengawasan

| d1lakukan dengan cara
1 Pengawasan langsung o

Pengawasan langsung dapat dllakukan kepada Pernben Pelayanan

S .dalam ‘bentuk data base,penerbltan kartu ~sampai ketu_]uan serta"_
AR pelayanan kesehatan dan keuangan
" 2. Pengawasan tidak langsung

L ’_oleh Kepala Dmas Kesehatan dan Dlrektur RSUD atau pegabat lam yang -
- diberi wewenang. -~ - - o
" 3. fPengawasan fungsmnal P _ Sen e
e | Pengawasan fungsmnal ini dllaksanakan oleh Aparat Pengawasan', :

D Fungsxonal (APF) | | | '

dllaporkan ke Bupati Dompu UPTD JAKKAD membuat umpan bahk -
Pelaksanaan pengawasan untuk Program Jamkesda/BPJS Kesehatan__ b

' Kesehatan (PPK) dan BPJS oleh UPTD JAKKAD pada saat pelaksanaan
- kegiatan di lapangan yang meliputi pelayanan administratif kepesertaan

" Pengawasan tidak langsung dapat -dilakukan melalui laporan .
e pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dan penanganan keluhan =+ = .



'BABVII
PENGORGANISASIAN '

e Pengorganlsaman keglatan Jamkesda/ BPJS Kesehatan dlm akSUdkan e
- agar pelaksanaan mana_]emen keglatan pada' UPTD JAKKAD dapat berjalanr _

| secara efektlf dan efisien. Dalam pengelolaan Jamkesda/ BPJS Kesehatan

|dibentuk Tim Pengelola di Tlngkat Kabupaten. Pengorganisasian’ mana_]emen -
|Jamkesda pada UPTD JAKKAD terd1r1 dari: T1m Pengelola Jamkesda Tingkat

o Kabupaten

B T1m Pengelola Jamkesda yang berada di d1nas Kesehatan Kabupaten E
__ Dompu pada UPTD JAKKAD dalam men_]alankan tugas . dan . fungsmya' :

. terlntegra31 ‘menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan program
1a1nnya. Untuk ber]alannya tugas dan fung31 Tim Pengelola’ Jamkesda/ BPJS

- 'Kesehatan lebih : efektif, efisien, - serasi serta harmonis - dalam kelancaran AR
'pelaksanaan penyelenggaraan kegiatannya tersebut t1m pengelola yang

" |dibentuk terdiri Sekretariat UPTD JAKKAD.

‘ : Pendanaan untuk keglatan manajemen Tim Pengelola Jamkesda/ BPJS S
,Keschatan dldukung dengan pembiayaan yang berasal ‘dari: Dana ‘APBD

- UPTD JAKKAD Dlnas Kesehatan Kabupaten Dompu

o 4‘ a. Susunan T1m Pengelola J amkesda pada UPTD Jakkad terdlrl dar1

1) - Penanggung Jawab - .1 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten -
2) Sekretanat Program JAKKAD : : '
Va) Ketua R : : Kepala UPTD JAKKAD SR

D) Bendahara ~ .. : Bendahara Pembantu UPTD JAKKAD L
c) T1m Pelaksana Keglatan o : - Staf Bidang Pelayanan
o SRR : - Staf Bldang Pengontrol Data

- Staf Bidang Pelaporan »

- Office Bay. :

b T1m Pengelola Program Jamkesda pada UPTD JAKKAD, bertugas _ N S
S 1) Melaksanakan Keleakan dltetapkan Tim Pengelola Jamkesda pada UPTD —_

- JAKKAD. : : TP
o '2) Mempertanggung Jawabkan pendlstrlbuman kartu Jamkesda tepat'
. sasaran. L SRR _'
3) Melakukan koordlnam Pengawasan terhadap= BPJS.;:terkait Kartu N
* Jamkesda/BPJS Kesehatan | -- ‘

"'4) Melakukan pemblnaan pengawasan dan pengendahan terhadap unit- =
umt ker_ga yang - terkait dalam penyelenggaraan Jamkesda/ BPJS - -
Kcschatan d1 mlayah ker_;anya |

yang terkalt dengan penyelenggaraan Program | Jamkesda/ BPJS E
~Kesehatan. -
-. dalam penyelenggaraan Program Jamkesda d1 kabupaten Dompu _' L =

Daerah kabupaten Dompu melalui dana Jamkesda/| BPJS Kesehatan pada -

. 5) Memfasﬂltam pertemuan secara berkala sesuai kebutuhan dalam rangka —
o evalua31 ‘monitoring, pemblnaan dan penyelesalan masalah lintas sektor

6) Mengoord1nas1kan mana_]ernen pelayanan dan adrmmstram keuangan



o '7] Melakukan sosxahsam dan advoka51 penyelenggaraan Jamkesda B
- 8) Menangam penyelesaxan keluhan terkalt dalam penyelenggaraan -
Jamkesda.. .

9) Menyusun dan menyampaxkan 1aporan keuangan dan hasﬂ kmer_]a

kepada Bupau Dompu :

s



~ BABVI
- PENUTUP =

Masyarakat Dompu yang . _]umlahnya 233 715 lea terscbar dlseluruh RECRE

Kabupaten ‘Dompu membutuhkan perhatian dan penanganan ‘khusus dari - - |

Pemenntah Dacrah Kesehatan merapakan kebutuhan dasar manusm untuk

L dapat hidup layak dan produktlf 'sehingga perlu dikelola secara efektif dan

.eﬁswn termasuk dalam aspek pembiayaan. Salah satu ‘sistem. pemblayaan-' A
o kesehatan yang telah berhasil dengan baik di bcrbagal ncgara adalah asuran31 Lo

\
‘ kesehatan sosml

efektif dan. efisiehn. Menglngat keterbatasan dana dlperlukan ‘partisipasi’
. l masyarakat dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Masyarakat -

-1Daerah kerja sama dengan plhak BPJS melalui Dmas Kesehatan Kabupaten |
- Dompu Pada UPTD JAKKAD. = _ :
| Penyelenggaraan Program Jamlnan Kcschatan Masyarakat Daerah-'
" |dilaksanakan secara terkoordinasi - dari berbagal plhak terkait di daerah. -
o Program ini dlselenggarakan dengan menerapkan prinsip-prinsip kendali biaya

e derajat kesehatan masyarakat Dompu :

-BUPATI DOMPU, - -

' H. BAMBANG M. YASIN

16

‘Dana untuk pengelolaan ‘Jaminan Keschatan Masyarakat Dacrah ( B
Jamkcsda ) bcrsumbcr dari Pemerintah Daerah dan harus dlkelola secara

dan kendall mmtu. Dlharapkan pemeliharaan kesehatan masyarakat Dompui- SR
dapat dilaksanakan dengan sebalk-bzuknya dalam mcwu_]udkan pcmngkatan_i o



